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No : 232/BPR-TLM/IV/19 Kupang. 18 April 2019
Lampiran 1 Jilid
Perihal : Laporan Tata Keloia 2038

Kepada Yth. Pimpinan

Kantor Otoritas Jasa Kenangan Kupang
JI. Frans Seda. Kelurahan Fatululi
Kecamatan Oebobo

kUPANG

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Kevangan No 4/POJI.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran OJK No. S/SEQIK 03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka kami P1. BPR Tanaoba Lais
Menekat menyerahkan Laporan yang dimaksud diatas.

Demikian agar makluin, atas perhatiannya dincapkan terima kasih.

DIREKSTPT. BPR TANAOBA LAIS MANEKAT
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{ Robert P. Fanggidae, 5. ]I_Z"l') ( Yeremia M) Nappoe, SP)

Tembusan :
1. Ketua Asosiasi BPR di Indonesia ( perbarindo.gegi@gmail com )

2. Pimpinan Kantor Hﬂi.d alan majalah ekonom dan keuanpan
( mediabpr geo@@emailcom )
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasihNYA dan perkenananNya
maka Laporan Tata Kelola tahun 2018 ini dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat
dilaporkan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan

Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran OJK No. 5/SEQJK.03/2016 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka laporan tata kelola ini dibuat

dan disampaikan agar stakeholder dapat mengetahui kineria dan tatz kelola Bank

Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat dan hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2018
- yang lalu.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat
yang tercermin dari sistem tata kelola yang mencakup struktur dan infrastruktur tata
keiola, proses penerapan tata kelola, hasil penerapan tata kelola pada 11 (sebelas) fakior
yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peniiaian peiaksanaan Tata keioia
dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporanaporan dan bukti
dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan
Risiko.

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Kuangan, Laporan ini
diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui
kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku dan
nilai-niiai  etika yang beriaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan
prinsip  dasar Tata Kelola vyaitu transparansi, akuntabilitas, pertanogungjawaban,
independensi dan kesetaraan.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas
dukungan doa dan kepercayaan yang telah diberikan dalam memajukan PT. BPR

_ Laporan Tata Kelola PT. BPR Tanaoba Lais Manekat 2018 i
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ingga kami dapat terus berkarya untuk kemajuan Bank TLM
dan lebih luas lagi untuk kemajuan ekonomi masyarakat di NTT. Tuhan memberkati setiap
pekeriaan dan jerih payah kita.

Kupang, 16 April 2019
PT. BPR Tanaoba Lais Manekat
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1. BFREBert P. Fanggidae
Direktur Utama
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I. PENDAHULUAN
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR TANAOBA LAIS MANEKAT

TAHUN 2018

Persaingan perbankan di Indonesia semakin ketat jika dilihat dari sisi inovasi pelayanan
dan segmen pasar. Semakin inovatif pada pelayanan disertai dengan peningkatan
volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, khususnya BPR Tanaoba Lais Manekat, maka
semakin meningkat pula risiko bagi perusahaan.
Tata Kelola BPR yang baik merupakan unsur penting di dalam industri perbankan
mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semiakir
meningkat. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik dan konsisten akan memperkuat
posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber
1 daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirya akan memperkokoh
kepercayaan Pemegang Saham dan stakeholder sehingga Bank dapat beroperasi dan
tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
Untuk menerapkan Tata Kelola, maka BPR Tanaoba Lais Manekat tunduk kepada
seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan selalu
berpedoman pada Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh
perusahaan keuangan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (0JK)
dan Bank Indonesia secara konsisten melakukan pemantauan terhadap BPR Tanaoba
Lais Manekat baik dari sisi pemantauan risiko dan kinerja perusahaan,
Dengan diterbitkannya peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK nomor 5/SE.QIK/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR Tanachba Lais Manekat
diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja Bank, dan
melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), kepatuhan peraturan ini diwujudkan
dengan pelaporan kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada
prinsip-prinsip :
1. Transparency, (transparansi) adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan
informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam pengambilan
keputusan
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z. ntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara

efeltif

Responsibility, (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan

peraturan perundangan-undangan

4. Independency, (independensi) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional
tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun

5. Fairness, (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku
kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau disebut dengan

Good Corporate Governance, maka manajemen akan memaparkan Laporan Tata Kelola

BPR Tanoba Lais Manekta tahun 2018.

Leh ]

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sedang mengupayakan untuk menciptakan budaya yang

mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian., Budaya itu

diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan

perilaku yang berlandaskan pada lima prinsip dasar diatas.

Guna mendukung tujuan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PT. BPR Tanaoba Lais

Manekat berupaya mengimplementasikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara

menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan

intern Bank berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tata Keiola, Bank tidak nanya berpedoman pada

ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana

disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan

perundangan- undangan vang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2, Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang
kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Melayvani
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Perkreditan Rakyat

5. Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Mo.5/SEQIK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

6. Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.B/SEOIK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

/. Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEQJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tentang Tata cara Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat

. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan
Pelaksanaan Tata Kelola yang terdii atas transparansi pelaksanaan Tata Kelola dan
kesimpuian umum hasil seif-assessment peiaksanaan Tata Keioia di Bank.
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan badan tertinggi dalam
struktur PT. BPR Tanacba Lais Manekat. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui
Laporan Tahunan, penunjukan dan/ atau penunjukan kembali para anggota Dewan
Komisaris dan Dewan Direksi, penunjukan dan/ atau penunjukan kembali Auditor
Eksternal dan tugas - tugas iain seperti disebutkan daiam Anggaran Dasar.
RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban
Direksi dan Komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1
(satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dil. RUPS
Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir,
- yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar
biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun Pemegang
Saham dengan hak suara minimal 50% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh
perseroan, agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada
urgensi kepentingan perseroan pada saat itu misalnya akan merubah susunan Direksi dan
komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dll.
Berdasarkan Undang-undang RI no 40 tahun 2007, tentang perseroan terbatas, selama
tzhun 2018, BPR Tanacba Lals Manekat mengadakan RUPS tahunan dan RUPS luar
biasa, dengan tata tertib pelaksanaan RUPS yang mengacu pada Undang-undang
tentang Perseroan Terbatas.
Selama tahun 2018, BPR Tanaoba Lais Manekat telah menyelenggarakan beberapa kali
Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain :
- RUPS Tahunan tanggal 22 Juni 2018, akta nomor 85
RUPS Tahunan 2018 menetapkan beberapa hal, antara lain:
+ Laporan Perhitungan Tahunan berupa Neraca Laba Rugl tahun buku 2017
» Laporan Tahunan Perseroan (hasil yang telah dicapalrdan perkiraan perkembangan
Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya
selamia tahun buku 2017 seita masalah yang timbul yang mempengaruhl kegiatan
perseroan. )
» Penggunaan Laba perseroan tahun buku 2017.
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unan untuk tahun buku 2017,
- RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2018, akta nomor 86, kemudian diperbaiki dengan
AKTA NO: 42, tangge! 08 Agustus 2018, Pimpinan Rapat adalah Direktur Utama BPR
Tanaoba Lais Manckat, dengan agenda schagai berikut :
1. Perubahan Modal Dasar menjadi Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
Z. Perubahan klasifikasi saham menjadi Saham Seri A dan Saham Seri B
Sehingga kornposisi saham menjadi :
¥ Saham seri A sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
v" Saham seri B sebanyak Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
3. Pengangkatan kembali Direktur Kredit : YEREMIA MESAKH NAPPOE
- RUPS Luar Biasa tanggal 9 Nopember 2018, akta nomor 56, Pimpinan Rapat adalah
Direktur Utama BPR Tanaoba Lais Manekat, dengan agenda sebagai berikut :
1. Perubahan Modal disetor menjadi Rp.15.230.000.000,- {fima belas milyar dua ratus
tiga puluh juta rupiah)
2, Keputusan Sirkular Pemegang Saham tentang penambahan modal disetor berupa
Saham Seri B dengan komposisi saham Perserpan menjadi :
* Yayasan TANAOBA LATIS MANEKAT, pemilik 2.640 lembar saham seri A
perseroan.
 Tuan Ir. ABRAHAM P. LIYANTO, pemilik 162 lembar saham seri A perseroan.
* Tuan CHRISTOFEL LIYANTO, SE., pemilik 108 lembar saham seri A perseroan.
» Tuan Doktor JENY EQH, MSc., selaku pemilik 90 lembar saham seri A perseroan.
« Tuan ROZALI, selaku pemilik 20 lembar saham seri B perseroan.
¢ Tuan DJIBRAEL MICHAEL DOY, selaku pemiilk 16 iembar saham sern B
perseroan

= Nyonya Zantje Mathilda Voss Tomasowa, SH MKn, selaku pemilik 10 lembar
saham seri B perseroan
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III. DIREKSI

Dasar Hukum

a.
b.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah
dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

c. Peraturan OJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran OJK nomar 16/SEQJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
Peraturan BI nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi
BPR

Surat Edaran BI nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012,
tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR

g. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BFR

. Surat Edaran OJK nomor 5/SEQIK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi

BPR

3.2 Kriteria Direksi

d. Persyaratan Integritas, minimal :
¢ Seluruh direksi wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan

dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum
karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh)
tahun terakhir sebelum dicalonkan;

Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasionai BPR yang sehat;

Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus

b. Persyaratan Kompetensi, minimal :
» Seluruh Direksi wajib memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang

memadai dan relevan dengan jabatannya;

Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau
keuangan;

Direksi memiliki kemampuan pengelolaan strategis dalam rangka
pengembangan BPR yang sehat;

B[Melayani
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asi Keuangan, minimal ;

» Seluruh Direksi tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet.

= Direksi tidak menjadi pengendali, anggeta Dewan Komisaris atau anggota
Direksi dari batan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.

» Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

d. Mayoritas Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/ atau lembaga
lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR atau lembaga pendidikan
dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

e. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda
sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris.

f. Selurun anggota Direksi teian iuius uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi
BPR.

3.3 Tugas dan Tangaung Jawab Direksi

Berdasarkan pedoman dan tata tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank

yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada

Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia serta

Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah sebagai berikut:

a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha
Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasionai berdasarkan dengan prinsip
kehati-hatian

b) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank

c) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawah
sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku

d) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja
Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya




e) Dire ggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham
melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

f) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis
di bidang kepegawaian.

g) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu
kepada Dewan Komisaris,

3.4 Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut ;

Direktur Utama : Robert Polyadu Fanggidae, S.E

Direktur Kredit : Yeremia Messakh Nappoe, S.P

Direktur Kepatuhan : Erni Edelfi Muskananfola, S.T

Seluruh anggota Direksi tdak saling memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan
keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Direksi yang iain
dan/ atau anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham Bank BPR,

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan
kompetensi menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga yang profesional yang memiliki pengalaman
pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (At and
Proper Test).

Jumiah, komposisi, Integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan

usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- Jumlah anggota Direksi lebih dari 2 orang;

- Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia;

- Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari
RUPS.

- Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional
perbankan sebagai pejabat eksekutif bank;

- Direksi telah mengangkat anggota Komite yang didasarkan pada keputusan rapat
Dewan Komisaris.

ElMelavani




- Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan
dergjat kedua dengan sesama anggota Dircksi dan atau dengan anggota Dewan
Komisaris. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah membuat dan
menandatangani surat pernyataan Independensi yang diperbaharui secara berkala.

- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham
melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/ atau
menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank

- Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang
mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

~ 3.5 Rapat Direksi

Selama tahiun 2018, Direksi menyelenggarakan rapat 1 (Satu) Kali dalan sebulan, akan
tetapi diiuar jadwal tersebut saiah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain
untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahul dan/ atau mendapat
keputusan segera. Selain itu, Direksi sewaktu-waktu mengundang Dewan Komisaris untuk
melakukan rapat gabungan mendiskusikan kineria dan perkembangan Bank secara umum.
Selama tahun 2018, telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan
1 (satu) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan
Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

RAFPAT DEWAN KOMISARIS

APAT DIREKS!
iy ; DENGAN BIREKSI
NAMA PLIABAT : e
sl Prosentase g i Prosentase
; ¢! 5 ; ase
Kehadiran Kehadiran |
Direksi
Robert Polyadu Fanggidae 12 100% 1 100%
Yeremiz Mesakh Nappoe 12 100% 1 100%
Erni Edelfi Muskananfola iy 100% 1 100%
Total Rapat 12 100% 1 100%

Selama Ini, acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris
seluruhnya diselenggarakan di Kupang.
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ah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman
Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum
rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan
Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan
baik.

3.6 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi
Total remunerasi Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI
{(BRUTTO) Tahun 2018

IENTS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN —

Jumiah {org) J Ribuan Bp.

1 Remunerasi(gaji, bonus, Tunjangan rutin,
tantiern dan fasiitas lainrva dalam bentuk 2 1,210,856
non natura)
2 Faslitas iain dalam bentuk natura e pne e
i {petumaltan, transporiasi asuransl oo @i Tl L gen gen
kesehetandily- dimreupian: S R

_i_ i
4

. DEWAN DIREKSI

Diatas Rp. 2 miliar

f.JT.i_THS}R_ﬁ.'1'mfiiir;sjd-~R§:i,...,2' miliar ; '_ PR e
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar 3
Diatas Ro, 250 juta s/d R;:-_._Sﬂﬂ_mtaf_.: S
Diatas Ro. 100 jutas/d Ro. 250 juta

pliawship X0l - . 0 e
Total '




Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota
Direksi Bank :

Masa labatan

Jabatan RUPS

Berakhir
RUPSLE
Robert Polyvadu Fanggidae Direktur Utama :‘ e RUFS 2020
15 Desember 2016
SRR R R . RUPSLE Ko '
Yerarmia iesakh Nappoe  Direkturkradit e P STCRUPS 20 E
- pp__:: . s ._ E'AEU_S'FJ'SEQIS S
Dhirektur RUFSLE
Erni Edelfi Muskananfal RUPS 2021
TR kepatubi 16 Oktober 2017 #

3.8 Sertifikasi
Sampai dengan Tahun 2018, seluruh anggota Direksi telah lulus program Sertifikasi Direksi
yang diadakan oieh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan perincian sebagai berikut :

e ‘Mama Direksi labatan | Sertifikat

1 Robert Folyadu Fanggidae Direktur Utams 10 Modul
2 Yerehiqﬂéﬁ_i_kh Nappoe : i '_Ili_l_relv'cmlrlcrfaﬁi_t'f 11 Modul
3 Erni Edelf Muskananfola Direktur Kepatuhan 10 Modul
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DEWAN KOMISARIS

4.1 Dasar Hukum

a. Undang undang nomor 48 tahun 2007 tentang Persercan Terbatas

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah
dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

C. Peraturan OJK nomor 20/P0OJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

d. Surat Edaran OJK nomor 16/SEQIK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

e. Peraturan OJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan
bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

f. Surat Edaran OJK nomor 39/SEOK.D3/2016, tanggal 13 September 2016,
tentang Penilaiam Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham
Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

g. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Keioia bagi BPR

h. Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi
BPR

4.2 Kriteria Dewan Komisaris
a. Persyaratan Integritas, minimal :
= Seluruh Dewan Komisarls wajib memiliki akhlak dan moral yang
baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku
dan tidak pemnah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana
tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicaionkan
» Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat
» Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus
b. Persyaratan Kompetensi, minimal :
» Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengetahuan di bidang perbankan
yang memadai dan relevan
c. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal :
* Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet.
» Dewan Komisaris tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau
anggota
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an hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.

« Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksl
atzu Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatuy perusahaan
dinyatakan pailit dalam waktu S (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

d. Mayoritas Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda
sampal dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi.

e. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan (fit and proper test)
bagi BPR

4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

. Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseraan
Terbatas, dan kKhususnya ketentuan - ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan
tanggung jawab utama Dewan Komisaris antara iain :

1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada
setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara
lain:

a) BPR wajib menerapkan Tata Kelola dengan setiap kegiatan usahanya pada
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
b) Penerapan TataKelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
harus harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :
i.  Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
il.  Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
iii. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite,
iv. Penanganan benturan kepentingan,
v. Penerapan fungsi kepatuban, audit intern dan audit ekstern,
vi. Penerapan manajemen resike, termasuk system pengendalian intern,
vii. Rencana bisnis BPR,
viii.  Transparasi kondisi keuangan dan non keungan

2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

D YANINO. 43 KUPANG
aﬁmﬂgﬂhu
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3) n pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan
Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategls BPR.

4) Dalam melaksanakan pengawassn scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan
Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan
operasional BPR, kecuali terkait dengan :

a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan vang
mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. dan
b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
nomor (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi
tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengirisan BPR

6) Dewan Komisaiis wajib memastikan baliwa Direksi telah menindakianjuti temuan
audit dan/ atau rekomendasi dari hasii pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas
Jasa Keuangan, auditor intern dan/ atau auditor ekstern

7) Dewan Komisaris waijib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari keria sejak ditemukannya :

a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
perbankan,
b) Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank,

8) Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja

anggota dewan komisaris yang paling sedikit mencantumkan :
a) Etika kena,

b) Waktu keria,
c) Peraturan rapat.

4.4 Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2018 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara

lain :

1) Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan
kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, terhadap aturan perbankan.
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2) Bisni - nerja keuangan 3 bulanan

3) Strategi penempatan ABA pada Bank Umum

4) Penilalan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, sepert kinerja
xeuangan khususnya terkait faktor permodalan (capital), rentabilitas (earnings)
kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

5) Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

6) Kecukupan permodalan Bank.

7) Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

8) Likuiditas Bank

9) Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank

10)Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

11)Mengawasi  tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan
pengembangan operasional, khususnya Kecukupan dan Keefektifan  Sistem
Pengendalian Intern.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian

khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Penunjukan Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa yang berdomisili di Bali.

2. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi
sehubungan dengan tidak tercapainya RBB pada semester I dan II tahun 2018,

3. Perlu dilakukan refreshment prosedur Bank yang dilakukan secara berkala kepada
para karyawan pimpinan selanjutnya para karyawan pimpinan kepada segenap
karyawan.

4. Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalahan, manajemen agar melakukan
mapping terhadap segmen pembiayaan, produk pembiayaan dan sektor industri
terutama yang menyumbang pembiayaan bermasalah tertinggi sehingga terdapat
penyebaran risiko dalam pemberian pembiayaan.

5. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian
pembiayaan, dalam rangka memitigasi rislko kredit dan meminimalisir potensi
timbulnya NPL. Sedangkan NPL yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan.
Bila debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila
perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak balk maka
penycicsaiannya melalul proses hukum.
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ukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus

secara terus menerus mendapat pembinaan antara lain ;

a; Program pendidikan/ training bagi  seluruh  SDM secara berkelanjutan.
Peningkatan profesionalisme/ kompetensi sumber daya manusia schagai aset
utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian
manajemen  karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank
dibandingkan dengan kompetitor. Kegiatan training-training yang terus menerus
akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human error akibat
SDM yang tidak memiliki kompetensi,

b) Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang pembiayaan para analis dan reviewer
yang ada agar diikutsertakan pada program sertifikasi pada lembaga manajemen
terakreditasi.

Rebijakan Direksi untuk mengembangkan pembiayaan dan pendanaan, harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta diimbangi oieh Ffungsi
pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi Audit Internal. Fungsi audit harus
dilaksanakan terhadap setiap segmen pembiayaan mencakup pelaksanaan/ kepatuhan
terhadap prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian sampai dengan fungsi remedial
dan kualitas penagihan (Remedial) sebagai bagian dari mitigasi risiko.

Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui

penerapan Standard Operating Procedure (SOP)secara disiplin, namun juga harus

memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat
harapan dari nasabah, yang dapat memberikan nilai tambah sebagai daya saing
dengan kompetitor yang ada.

. Perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan (continuously improvement)

untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (custormer satisfaction).
Hal ini tentunya sangat sejalan dengan industri perbankan yang menjalankan usaha
atas dasar kepercayaan serta dapat mengemban amanah yang dititipkan cleh para
nasabah Bank,
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10.Untu naan Tata Kelola pada posisi yang baik, agar dilakukan
antara lain :

a} Kaji ulang terhadap Kebijakan dan Prosedur/ Pedeman Kerja yang sudah ada,

adanya ketentuan ekstern/ perundang-undangan yang berubah atau baru.

b) Uraian Jabatan para pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang sudah ada
agar dikaji ulang, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang
menunjang Rencana Bisnis Bank.

¢) Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya
pelanggaran terhadap prosedur antar organisasi/ satuan kerja di Bank. Tetap
memperhatikan prinsip faimess bahwa setiap satuan kerja/ organisasi
melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya

i1.Didalam Kegiatan pengembangan bisnis Bank haius senantiasa  berusaha
memitigasi risiko-risiko tinggi secara terus menerus.

4.5 Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai

berikut:

a) Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta
notariil Risalah RUPS Luar Biasa PT. BPR Tanaoba Lais Manekat No. 81 tanggal 10
November 2016 vyang dibuat oleh Zantje Mathilda Voss-Tomasoa, S.H, M.Kn.,
di Kupang. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan,

terdiri atas:
| Nama Dewan Komisaris ' labatan
1 Richard Funay Komisaris Litama
Pl

b) Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang.
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c) Set omisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan / atau
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris
lalnnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR,

d) Anggota Komisaris Bank baik secara sendini - sendini maupun bersama-sama tidak
memiliki saham dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di BPR Tanaoba Lais
Manekat, BPR lainnya, dan lembaga jasa keuangan non Bank lainnya.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria

dan independensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4.6 Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
- bulan, Selain itu, Dewan Komisaris juga mengundang Dewan Direksi untuk melakukan
rRapat Gabundgan untuk membicarakan kinerja dan perkemibangan Bank secara umum
waiaupun tidak terjadwal dengan balk. Seiuruh keputusan rapat komisaris dituangkan
dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama periode tahun 2018,
telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan
Komisaris.,

" RAPAT DEWAN RAPAT DEWAN KOMISARIS
KOMISARIS DENGAN DIREKSI
NAMA PEIABAT L el BANDTEERD
: lumiah : : Jumlah S
: rgsEeniaseg 50 d5
e Kehadiran Kehadiran
Richard Funay b 100% i 100%

Rozall : g e gonm 1 100%
Total Rapat 3 1

c Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan
Komisaris beriokasi di Kupang.

o Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi
dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris
dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

< Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik.
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4.7

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing
anggota Dewan Komisaris Bank:

Masa labalan

MNam: tan RUPS
o Iaba = Bearakhir
: Pt RUPSLE
Richard Funay Komisaris Utama T RUPS 2020
15 Desember i016
e  RUPSLB R
Rogzali SRomisars e e T
R T e e e e 15 Desember 2018 T P

4.8 Sertifikasi

Sampai dengan tahun 2018, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus program
Sertifikasi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan perincian sebagai
berikut:

jahatan Sertifikat
1 Richard Funay Komisaris Utama G Modul
2Rosale . s e bt _._Ii(&niisi;iﬁ' St e Modul

4.9 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN
KOMISARIS {RRUTTO)

Tahun 2018

JENIS REMUNERASI DAN FASTLITAS LAIN

J.u-l.'alah {org) “. - Ribuan Rp.

1 REmiunersst (gaf, anus, tunjangan ruting
tzntiem dan fasilitas lzinnya dalam hentuk 7 418,811
non natural i
2 Faalias fain dalam Seuk naturs et el b
. [perumahan, transportasi, asuransi 2 . 80400
 kesehatan dii- dim rupiah: gL e '
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JENIS REMUNERASI PER ORANG JUMLAH
: TAHUN 2018 DEWAN KOMISARIS

Diatas Rp. 2 miliar =
Diatas Rp. i miliars/d Rp, 2 miiar .
Diatzs Rp. 500 jutas/d Rp. 1 miliar

Diatas Rp. 250 jutas/dRp.500Huta 4
Diatas Rp. 100 jutas/d Rp. 250 juta 1
Ghawaitfo. 1000t 20 SRR
Total . * : 5

4.10 Rasio gaji tertinggi dan terendah
Terkait rasio gaji pegawai, Direksi maupun Komisaris PT. BPR Tanaoba Lais Manekat pada
tahun 2018 dapat digambarkan sesuai table sebagai berikut ini :

Mo Keterangan
1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 956:1
2 Rasio gaji Direksl wi:'_aj_ng tertinggi dan terendah ! : : 1,23:1
3 Rasio gaji Karnisaris yang tertingsi dan te.rendah g b [ T |
£ 4._F_{aﬂi_tr__'g'a;i-_l'.‘ai:'r'eksé"fér*'ti.h'ggi dan Eumf}jﬁri&-.‘téjr:gi_nggi' ) e _-1','5.-:1 l '
= Rasio gajl Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi 1,62 :1
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V. FUNGSI KEPATUHAN

Bank merupakan Industri keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator.
Mengingat semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank, dapat memberikan
dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, salah satunya
adalah risiko kepatuhan. Untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan, maka PT. BPR
Tanaoba Lais Manekat telah menunjuk satu anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan. Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan tersebut, telah dibentuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

Kedudukan Pejabat Eksekutif Kepatuhan adalah setingkat Kepala bagian di kantor pusat
dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Pejabal Eksekutif Kepatuhan bersifat independen, yaitu dibentuk secara teisendiii dan
bebas dari pengaruh satuan kerja iainnya, serta memiiiki akses langsung kepada Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan selain bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, juga bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat,
Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut
dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan
secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

5.1 Dasar Hukum

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.02/2015 tentang Peneranan
Tata Kelola. :

b. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan
bagi Bank Perkreditan Rakyat.

C. Surat Keputusan Direksi No. 001/PS-BPR TLM/SK/XI/17, tanggal 1
Nopember 2017, tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan

d. Surat Keputusan Direksi No. 044/DIR-BPR TLM/SK/XI/18, tanggal 6

Nopember 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan
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ung Jawab Direktur Kepatuhan Sesuai dengan
POJK No. 4/P0OJK.03/2015 sebagai berikut:

. Menstapkan langkah-langkah yang diperiukan untuk memastikan BPR telzh
memenuni seluruh peraturan Otorisasis Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian

. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari
peraturan perundang-undangan dan

. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yng dibuat
oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan

Dalam  melaksanakan tugas dan  tanggung  jawabnya, Direktur

Kepatuhan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

. Mencegah Direksi Bank agar tdak menempuh  kebijakan  dan/ atau

menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanaqung jawabnya secara berkala kepada

Direktur Utama, dan tembusan kepada Dewan Komisaris.

. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai :

a) Pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahi fungsi
Kepatuhan, wajib disusun oleh BPR setiap akhir bulan Desember dan
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
akhir bulan laporan.

b) Laporan khusus mengenai kebijakan dan/ atau keputusan direksi yang menurut
pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, wajib
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak diterima penyimpangan,
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ahun 2018 dan Realisasinya

Alctivitas Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2018

Melakukan langkah — langkah untuk mendorong terciptanya budaya Kepatuhan

antara lain :

» Melakukan soslaliasi peraturan

» Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang
berlaku;

Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di kantor cabang,

bekerja sama dengan Audit Internal.

Memastikan bahwa perusahaan tidak terlambat dalam melakukan pelaporan baik

kepada Otoritas, PPATK, LPS atau regulator lainnya.

Menindakianjuti komitmen FT. BFR Tanaoba Lais Manekat terhadap temuan OJK,

KAP, BI dan reguiator iainnya

Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terarisme (APU dan PPT) selama tahun 2018

Melakukan pemantauan transaksi keuangan tunai dan mencurigakan

Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan
transaksi keuangan transfer dana kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK).

Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan, setiap
tahun dengan menghadirkan pemateri yang berkompeten.,

Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja
sama dengan Audit Internal.

Seberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan
Bank, antara lain :

. Tidak terdapat pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan
dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia (8%).

. Rasioc NPL- nct scbesar 1,59%

15?"? ﬁﬁmwﬁ ':_-;
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hapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang
wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
. Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2018 sedang diaudit oleh Kantor
kuntan Publik “Drs. Ketut Gunarsa”™.
6. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang
signifikan dalam hal kepatuhan.

(%]

5.4 Pelatihan/ Seminar

Untuk menunjang aktifitas dan pengetahuan bagian kepatuhan, berikut adaiah
kegiatan pelatihan yang telah dilkuti selama tahun 2018 :

Tempat & Tanggal Pelatihan/ Seminar |
Surabaya, 20 Februari 2018 Pembuatan Laporan Tata Kelola | ‘
dan Laporan Pokok-pokok r

I

Kepatuhan — di Hotel
Tuniungan Surahava
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. FUNGSI AUDIT INTERN

Dalam melaksanakan fungsinya yaitu untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan

operasional Bank melalui kegiatan Audit dan konsultasi yang independen dan objektif,

maka audit internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses

manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola, sehingga misi dari Audit

Internal Bank yaitu menjaga kepentingan pemilik, manajemen, pegawai dan masyarakat

penyimpan dana dapat terpenuhi dengan baik.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut,

namun pada hakesatnya Kepentingan tersebut mempunyal tujuan yang sama, yaitu

tercapainya Bank yaing sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang

sehat, berkembang secara waijar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian

umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris

dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya Audit Intern, telah melakukan hai-hal sebagai berikut:

a) Melakukan audit secara independen

b) Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern
Bank

c) Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

6.1 Dasar Hukum

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mo. 4/POIK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor., 7/SEQJK.03/2016 tentang
Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR

c. Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 7/SEQJK.03/2016
tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR

d. Peraturan OJK nomor 75/PUK.03/2016, tentang Standar Penyelenggaraan
Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS
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